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RINGKASAN 

 

 

SYOFYAN HASAN. INTEGRASI TATA RUANG DARAT DAN LAUT 

BERBASIS JASA EKOSISTEM MANGROVE (Studi kasus: Zona Pengelolaan 

Ekosistem Pesisir di Kawasan Ibu Kota Nusantara, Kalimantan Timur). Dibimbing 

oleh ERNAN RUSTIADI, DIETRIECH G. BENGEN and HETI MULYATI. 

. 

Pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN) mempertemukan kebutuhan 

ekspansi ruang dengan kewajiban mempertahankan integritas ekologis kawasan 

pesisir. Pada zona transisi darat–laut, ekosistem mangrove berfungsi sebagai 

infrastruktur hijau-biru yang menghubungkan proses hidrologi daratan, dinamika 

estuari dan laut, perlindungan pantai, penyimpanan karbon biru, habitat perikanan, 

serta berbagai manfaat sosial-ekonomi. Persoalan utama yang dikaji dalam disertasi 

ini adalah belum optimalnya integrasi antara penataan ruang darat dan laut serta 

belum memadainya internalisasi jasa ekosistem mangrove ke dalam keputusan 

pembangunan pesisir IKN. 

Penelitian bertujuan: (1) mengevaluasi kondisi dan kesesuaian RTR KSN 

IKN pada kawasan pesisir dengan merefleksikannya terhadap kondisi ekosistem 

mangrove; (2) mengidentifikasi bentuk, tingkat, dan sebaran ketidaksesuaian 

spasial antara rencana ruang darat dan laut pada kawasan yang didominasi 

mangrove; dan (3) membangun model zona penyangga konservasi mangrove 

adaptif yang mengintegrasikan fungsi ekologis dan manfaat sosial-ekonomi. 

Analisis kelembagaan juga menilai peluang OECM/Kawasan Berdampak 

Konservasi (KBK) sebagai instrumen pelengkap kawasan konservasi formal dan 

zona Pengelolaan Ekosistem Laut dan Pesisir (PELP). 

Penelitian dilaksanakan pada sistem pesisir IKN di Kalimantan Timur, 

terutama kawasan yang terhubung dengan Teluk Balikpapan, Delta Sepaku, Muara 

Samboja, Mentawir, Samboja Kuala, Salok Api, dan Muara Jawa. Pendekatan 

penelitian memadukan analisis spasial, ekologis, ekonomi, dan kebijakan. Kualitas 

habitat mangrove dianalisis secara spasial menggunakan kerangka InVEST Habitat 

Quality; kerentanan pesisir dianalisis melalui Coastal Vulnerability Index (CVI); 

perubahan dan konflik pemanfaatan ruang dianalisis melalui tumpang susun 

spasial; prioritas konservasi ditentukan dengan GIS–MCDA menggunakan 

TOPSIS; proyeksi perubahan tutupan hingga 2045 disusun dengan Cellular 

Automata (CA); sedangkan valuasi ekonomi menilai jasa perikanan, karbon biru, 

perlindungan pesisir, dan ekowisata sesuai ketersediaan data. Analisis kebijakan 

digunakan untuk menilai koherensi RTR KSN IKN, instrumen ruang pesisir, PELP, 

sempadan pantai, serta peluang OECM/KBK. 

Hasil menunjukkan penurunan habitat mangrove berkualitas tinggi dari 5.460 

ha pada 2015 menjadi 3.756 ha pada 2023, atau berkurang 31,2% (1.704 ha). Pada 

periode yang sama, habitat berkualitas sedang meningkat 42,4% dan habitat 
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berkualitas rendah meningkat 44,9%. Pola tersebut menunjukkan pergeseran 

struktur kualitas habitat menuju kelas yang lebih terdegradasi dan terfragmentasi, 

terutama pada koridor yang mengalami tekanan pembangunan tinggi. 

Analisis kerentanan memperlihatkan bahwa segmen pesisir dengan mangrove 

yang relatif utuh mempunyai kerentanan lebih rendah dibandingkan segmen yang 

mengalami fragmentasi, perubahan garis pantai, dan peningkatan paparan 

pembangunan. Hasil ini menunjukkan keterbatasan penggunaan sempadan pantai 

seragam sebagai satu-satunya instrumen perlindungan. Lebar zona penyangga yang 

direkomendasikan bervariasi sekitar 80–100 m pada segmen berisiko lebih rendah 

hingga 190–250 m pada segmen sangat rentan; sekitar 68,3% garis pantai kajian 

memerlukan perlindungan yang melampaui batas minimum seragam. 

Analisis TOPSIS mengidentifikasi zona prioritas konservasi tinggi seluas 

sekitar 3.245 ha dengan skor 0,78–0,85. Sekitar 42,7% zona prioritas tinggi (±1.385 

ha) bertumpang tindih dengan rencana pelabuhan dan permukiman. Tumpang 

tindih juga terjadi pada zona prioritas sedang dengan infrastruktur jalan dan energi 

serta pada zona prioritas lebih rendah dengan ekspansi industri dan reklamasi. 

Temuan ini memperlihatkan bahwa konflik ruang tidak cukup diselesaikan melalui 

delineasi administratif, tetapi memerlukan hierarki mitigasi berupa penghindaran 

pada habitat sangat sensitif, pengurangan dampak pada zona transisi, dan restorasi 

pada kawasan yang telah terdegradasi. 

Valuasi ekonomi menegaskan bahwa jasa ekosistem mangrove mempunyai 

arti ekonomi nyata bagi ketahanan wilayah. Pada analisis fungsi zona penyangga, 

manfaat perikanan, karbon biru, ekowisata, dan perlindungan pesisir menunjukkan 

kontribusi yang substansial bagi rumah tangga pesisir dan pengurangan risiko. 

Untuk kawasan pelestarian terpadu seluas 3.016,11 ha, pendekatan alokasi realistis 

menghasilkan estimasi manfaat sekitar USD 5,53 juta per tahun atau Rp88,46 miliar 

per tahun. Nilai ini merupakan valuasi parsial berdasarkan jasa yang dihitung dan 

tidak dimaksudkan sebagai Total Economic Value (TEV) penuh. 

Pemodelan skenario hingga 2045 menunjukkan bahwa jalur Business as 

Usual berpotensi meningkatkan konversi mangrove dan menurunkan nilai jasa 

ekosistem, sedangkan skenario terintegrasi berkelanjutan memberikan kinerja 

terbaik melalui kombinasi perlindungan, restorasi, dan pengelolaan berbasis 

masyarakat. Hasil ekologis, ekonomi, dan kelembagaan tersebut disintesis menjadi 

model zona penyangga konservasi mangrove adaptif yang terdiri atas Zona 

Konservasi Inti, Zona Pemanfaatan Berkelanjutan, dan Zona Adaptif/Transisi, 

dengan arahan restorasi dan mitigasi konflik sesuai kondisi setempat. 

Disertasi ini menyimpulkan bahwa integrasi tata ruang darat–laut di pesisir 

IKN perlu bergeser dari pendekatan sektoral dan batas statis menuju tata kelola 

sosial–ekologis yang adaptif, eksplisit secara spasial, dan berbasis jasa ekosistem. 

Kontribusi utama penelitian terletak pada penyatuan bukti kualitas habitat, 

kerentanan, konflik ruang, nilai jasa ekosistem, skenario perubahan, dan kelayakan 
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tata kelola menjadi aturan zonasi yang operasional. Model tersebut dapat menjadi 

dasar penyempurnaan perlindungan pesisir IKN melalui PELP, sempadan berbasis 

risiko, hierarki mitigasi, OECM/KBK berbasis hasil konservasi, serta internalisasi 

nilai jasa ekosistem dalam keputusan pembangunan. 

 

Kata Kunci:     Cellular Automata, Ibu Kota Nusantara, Integrasi Tata Ruang Darat–

Laut, Jasa Ekosistem Mangrove, Ketahanan Pesisir, OECM, PELP, 

TOPSIS, Zona Penyangga Adaptif. 
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SUMMARY 

 

SYOFYAN HASAN. INTEGRATION OF TERRESTRIAL AND MARINE 

SPATIAL PLANNING BASED ON MANGROVE ECOSYSTEM SERVICES: A 

CASE STUDY OF THE COASTAL ECOSYSTEM MANAGEMENT ZONE IN 

THE NUSANTARA CAPITAL CITY AREA, EAST KALIMANTAN. Supervised 

by ERNAN RUSTIADI, DIETRIECH G. BENGEN and HETI MULYATI. 

 

The development of Nusantara Capital City (IKN) creates a direct interface 

between spatial expansion and the need to maintain the ecological integrity of 

coastal systems. At the land–sea transition, mangroves function as green–blue 

infrastructure linking terrestrial hydrology, estuarine and marine processes, coastal 

protection, blue-carbon storage, fisheries habitat, and socio-economic benefits. This 

dissertation addresses the persistent gap between terrestrial and marine spatial 

planning and the limited incorporation of mangrove ecosystem services into coastal 

development decisions. 

The study aims to: (1) evaluate the condition and suitability of the IKN 

National Strategic Area Spatial Plan (RTR KSN) in coastal areas by reflecting it 

against mangrove ecosystem conditions; (2) identify the form, magnitude, and 

spatial distribution of mismatches between terrestrial and marine spatial allocations 

in mangrove-dominated areas; and (3) develop an adaptive mangrove conservation 

buffer-zone model integrating ecological functions and socio-economic benefits. 

The institutional analysis also examines the potential role of Other Effective Area-

Based Conservation Measures (OECMs), or Kawasan Berdampak Konservasi 

(KBK), as a complement to formal protected areas and Marine and Coastal 

Ecosystem Management/Protection (PELP) zones. 

The research covers the IKN coastal system in East Kalimantan, particularly 

areas connected to Balikpapan Bay, the Sepaku Delta, Muara Samboja, Mentawir, 

Samboja Kuala, Salok Api, and Muara Jawa. The analytical framework integrates 

spatial, ecological, economic, and policy approaches. Mangrove habitat quality is 

assessed using the InVEST Habitat Quality framework; coastal vulnerability is 

evaluated through a Coastal Vulnerability Index (CVI); land-use change and spatial 

conflicts are assessed through GIS overlays; conservation priorities are ranked 

through GIS-based multi-criteria decision analysis using TOPSIS; land-cover 

scenarios to 2045 are projected with Cellular Automata (CA); and partial economic 

valuation covers fisheries, blue carbon, coastal protection, and ecotourism 

according to data availability. 

Results show that high-quality mangrove habitat declined from 5,460 ha in 

2015 to 3,756 ha in 2023, a decrease of 31.2% (1,704 ha). Over the same period, 

medium-quality habitat increased by 42.4% and low-quality habitat by 44.9%, 

indicating a shift toward more degraded and fragmented habitat classes, particularly 

along corridors experiencing intense development pressure. 



vii  

Coastal vulnerability analysis indicates lower vulnerability in segments 

where mangroves remain relatively intact and higher vulnerability where 

fragmentation, shoreline change, and exposure to development are more 

pronounced. The findings demonstrate the limitations of relying on a uniform 

setback rule as the sole protection instrument. Recommended buffer widths range 

from approximately 80–100 m in lower-risk segments to 190–250 m in highly 

vulnerable areas; about 68.3% of the assessed coastline requires protection beyond 

a uniform minimum setback. 

TOPSIS identified approximately 3,245 ha of high-priority conservation 

areas with scores of 0.78–0.85. About 42.7% of these high-priority areas 

(approximately 1,385 ha) overlap with planned port and settlement development. 

Additional overlaps occur between medium-priority areas and road/energy 

infrastructure and between lower-priority areas and industrial 

expansion/reclamation. These conflicts require a mitigation hierarchy that 

prioritizes avoidance in highly sensitive habitats, impact reduction in transition 

zones, and restoration in degraded areas. 

Economic valuation confirms the importance of mangrove ecosystem 

services for regional resilience. Under the realistic allocation approach, the 

recommended integrated conservation area of 3,016.11 ha generates an estimated 

USD 5.53 million per year, equivalent to approximately IDR 88.46 billion per year. 

This figure represents a partial valuation of the services assessed and should not be 

interpreted as a complete Total Economic Value. 

Scenario modelling to 2045 indicates that a Business-as-Usual trajectory 

increases mangrove conversion and reduces ecosystem-service values, whereas an 

integrated sustainable scenario performs best through combined protection, 

restoration, and community-based management. The ecological, economic, spatial, 

and institutional findings are synthesized into an adaptive mangrove conservation 

buffer-zone model comprising a Core Conservation Zone, a Sustainable Use Zone, 

and an Adaptive/Transition Zone, complemented by targeted restoration and 

conflict-mitigation measures. 

The dissertation concludes that land–sea spatial integration in IKN requires 

a shift from sectoral and static boundary-based planning toward adaptive, spatially 

explicit, ecosystem-service-based social–ecological governance. Its principal 

contribution is the integration of habitat quality, coastal vulnerability, spatial 

conflict, ecosystem-service values, land-cover scenarios, and governance feasibility 

into operational zoning rules that can support PELP, risk-based coastal setbacks, 

the mitigation hierarchy, OECM/KBK recognition, and ecosystem-service 

internalization in development decisions. 

 

Keywords: Adaptive Buffer Zone, Cellular Automata, Coastal Resilience, 

Mangrove Ecosystem Services, Land–Sea Spatial Planning 

Integration, Nusantara Capital City, OECM, PELP, TOPSIS. 
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DAFTAR ISTILAH 

 

 

Istilah Pengertian 

Abrasi 

Proses pengikisan daratan pesisir oleh gelombang, 

arus, pasang surut, atau dinamika laut lainnya yang 

dapat menyebabkan mundurnya garis pantai. 

Adaptive Buffer Zone / 

Zona Penyangga Adaptif 

Zona penyangga pesisir yang lebar, fungsi, dan aturan 

pengelolaannya disesuaikan dengan kualitas habitat, 

kerentanan pesisir, konektivitas ekologis, nilai jasa 

ekosistem, dan tekanan pembangunan. 

AMDAL 

Analisis Mengenai Dampak Lingkungan, yaitu kajian 

dampak penting suatu rencana usaha/kegiatan terhadap 

lingkungan hidup sebagai dasar pengambilan 

keputusan kelayakan lingkungan. 

Analisis Biaya-Manfaat / 

Cost-Benefit Analysis 

(CBA) 

Analisis untuk membandingkan manfaat dan biaya 

suatu kegiatan, termasuk konservasi atau restorasi 

mangrove, dalam satuan ekonomi. 

Analisis Kelembagaan 

Kajian terhadap aktor, kewenangan, regulasi, hak 

akses, mekanisme koordinasi, dan kapasitas tata kelola 

yang memengaruhi implementasi pengelolaan pesisir. 

Analisis Multikriteria / 

Multi-Criteria Decision 

Analysis (MCDA) 

Metode pengambilan keputusan yang menggabungkan 

beberapa kriteria dengan bobot tertentu untuk 

menentukan prioritas atau alternatif terbaik. 

Analisis Tumpang Susun 

/ Overlay Analysis 

Teknik analisis spasial dalam SIG/GIS untuk 

menumpangkan beberapa peta atau layer guna 

mengidentifikasi kesesuaian, konflik, atau irisan 

ruang. 

Benefit-Cost Ratio 

(BCR) 

Rasio antara nilai manfaat dan biaya. Nilai BCR lebih 

dari 1 menunjukkan manfaat lebih besar daripada 

biaya. 

Biaya Konservasi 

Biaya yang diperlukan untuk melindungi, 

memulihkan, mengelola, dan memantau kawasan 

konservasi atau zona penyangga mangrove. 

Biaya Peluang / 

Opportunity Cost 

Nilai manfaat ekonomi yang hilang karena suatu lahan 

atau ruang dialihkan dari penggunaan alternatif, 

misalnya dari pertanian atau tambak menjadi kawasan 

konservasi/restorasi. 

Blue Carbon / Karbon 

Biru 

Karbon yang disimpan dan diserap oleh ekosistem 

pesisir dan laut, terutama mangrove, lamun, dan rawa 

pasang surut. 

Business as Usual 

(BAU) 

Skenario pembangunan tanpa intervensi perlindungan 

atau perubahan kebijakan yang signifikan, sehingga 
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kecenderungan degradasi atau konversi mangrove 

berlanjut. 

Cellular Automata (CA) 

Model spasial berbasis sel untuk memproyeksikan 

perubahan tutupan lahan berdasarkan kondisi awal, 

faktor pendorong, faktor pembatas, dan aturan transisi. 

Coastal Vulnerability 

Index (CVI) 

Indeks kerentanan pesisir yang menggabungkan 

indikator biofisik dan spasial, seperti geomorfologi, 

perubahan garis pantai, elevasi, paparan gelombang, 

kondisi mangrove, dan tekanan pembangunan. 

Core Conservation Zone 

/ Zona Konservasi Inti 

Zona yang diarahkan untuk perlindungan ketat 

terhadap habitat kritis, kawasan bernilai ekologis 

tinggi, dan area yang memiliki sensitivitas tinggi 

terhadap gangguan. 

Direct Use Value (DUV) 

Nilai manfaat langsung dari ekosistem yang diperoleh 

melalui pemanfaatan nyata, misalnya hasil perikanan, 

kepiting, udang, atau aktivitas ekonomi lain yang 

bergantung pada mangrove. 

Double Counting 

Kesalahan dalam valuasi ekonomi ketika satu manfaat 

ekosistem dihitung lebih dari satu kali pada tahapan 

struktur, fungsi, jasa, manfaat, dan nilai. 

Ekologi Lanskap  

Pendekatan yang mempelajari pola, struktur, 

fragmentasi, konektivitas, dan perubahan ruang suatu 

ekosistem dalam lanskap. 

Ekosistem Mangrove 

Ekosistem pesisir yang didominasi vegetasi mangrove 

dan dipengaruhi pasang surut, salinitas, sedimen, 

hidrologi, serta interaksi darat-laut. 

Ekowisata 

Kegiatan wisata berbasis alam yang menekankan 

pelestarian lingkungan, edukasi, pemberdayaan 

masyarakat, dan manfaat ekonomi lokal. 

Fragmentasi Habitat 

Terpecahnya habitat menjadi unit-unit yang lebih kecil 

dan terisolasi akibat konversi lahan, pembangunan 

infrastruktur, atau tekanan antropogenik. 

Garis Pantai 

Batas pertemuan antara daratan dan perairan laut yang 

dapat berubah akibat abrasi, akresi, pasang surut, 

sedimentasi, dan aktivitas manusia. 

GIS / SIG 

Geographic Information System atau Sistem Informasi 

Geografis, yaitu sistem untuk mengelola, 

menganalisis, dan memvisualisasikan data spasial. 

GIS-MCDA 

Integrasi Sistem Informasi Geografis dengan analisis 

keputusan multikriteria untuk menghasilkan prioritas 

spasial berbasis indikator dan bobot. 

Green-Blue Infrastruktur alami berbasis ekosistem darat dan 
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Infrastructure / 

Infrastruktur Hijau-Biru 

perairan, seperti mangrove, sungai, estuari, dan 

perairan pesisir, yang memberikan fungsi 

perlindungan, hidrologi, karbon, dan sosial-ekonomi. 

Ground Truthing 
Validasi data spasial atau citra satelit melalui 

pengamatan langsung di lapangan. 

Habitat Berkualitas 

Tinggi 

Habitat mangrove yang memiliki kondisi ekologis 

relatif baik, tekanan rendah, konektivitas tinggi, dan 

kapasitas tinggi untuk mendukung keanekaragaman 

hayati. 

Habitat Kritis 

Area yang memiliki fungsi penting bagi 

keberlangsungan spesies, proses ekologis, 

konektivitas, atau perlindungan pesisir. 

Hierarki Mitigasi 

Urutan tindakan pengelolaan dampak, yaitu 

menghindari, meminimalkan, memulihkan, dan bila 

perlu mengompensasi dampak pembangunan terhadap 

ekosistem. 

Ibu Kota Nusantara 

(IKN) 

Kawasan ibu kota baru Indonesia di Kalimantan Timur 

yang menjadi lokasi kajian dalam disertasi ini. 

Indeks Kualitas Habitat 

Nilai indeks yang menunjukkan tingkat kualitas 

habitat berdasarkan kondisi tutupan lahan, ancaman, 

sensitivitas habitat, dan jarak pengaruh ancaman. 

InVEST Habitat Quality 

Model dalam perangkat InVEST yang digunakan 

untuk menilai kualitas habitat berdasarkan data 

penggunaan/penutup lahan, ancaman, bobot ancaman, 

dan sensitivitas habitat. 

Internalisasi Jasa 

Ekosistem 

Proses memasukkan nilai dan fungsi jasa ekosistem ke 

dalam kebijakan, perencanaan tata ruang, keputusan 

pembangunan, dan pembiayaan konservasi. 

Jasa Budaya / Cultural 

Services 

Manfaat non-material dari ekosistem, seperti rekreasi, 

ekowisata, nilai pendidikan, estetika, dan identitas 

budaya.  

Jasa Ekosistem 

Kontribusi ekosistem terhadap kesejahteraan manusia, 

meliputi jasa penyediaan, jasa pengaturan, jasa 

budaya, dan jasa pendukung. 

Jasa Pengaturan / 

Regulating Services 

Jasa ekosistem yang mengatur proses lingkungan, 

seperti perlindungan pantai, penyimpanan karbon, 

pengendalian banjir, dan penyaringan polutan. 

Jasa Penyediaan / 

Provisioning Services 

Jasa ekosistem berupa produk langsung yang dapat 

dimanfaatkan manusia, seperti ikan, kepiting, udang, 

kayu, atau bahan pangan. 

Kawasan Berdampak 

Konservasi (KBK) 

Istilah operasional di Indonesia yang berkaitan dengan 

pengakuan kawasan di luar kawasan konservasi formal 
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yang memberikan hasil konservasi nyata dan jangka 

panjang. 

Kawasan Konservasi 

Perairan / Marine 

Protected Area (MPA) 

Kawasan perairan yang ditetapkan secara formal untuk 

perlindungan keanekaragaman hayati, habitat, dan 

sumber daya pesisir-laut. 

Kawasan Pelestarian 

Terpadu 

Kawasan rekomendasi yang mengintegrasikan fungsi 

perlindungan habitat, zona pesisir-laut, wilayah darat, 

habitat bekantan, dan pemanfaatan berkelanjutan 

dalam satu kerangka pengelolaan. 

Kenaikan Muka Laut / 

Sea Level Rise 

Peningkatan permukaan laut akibat perubahan iklim 

dan faktor oseanografis yang dapat memperbesar 

risiko banjir pesisir dan abrasi. 

Kerentanan Pesisir 

Tingkat kecenderungan wilayah pesisir mengalami 

dampak negatif akibat bahaya pesisir, paparan aset, 

sensitivitas ekosistem, dan kapasitas adaptasi. 

Ketahanan Pesisir / 

Coastal Resilience 

Kemampuan sistem pesisir untuk menyerap gangguan, 

mempertahankan fungsi ekologis dan sosial-ekonomi, 

serta beradaptasi terhadap perubahan. 

Konektivitas Darat-Laut 

Keterhubungan proses ekologis, hidrologis, sosial, dan 

ekonomi antara wilayah daratan, estuari, mangrove, 

pesisir, dan laut. 

Konektivitas Ekologis 

Derajat keterhubungan antarhabitat yang 

memungkinkan aliran organisme, energi, air, sedimen, 

nutrien, dan fungsi ekologis tetap berlangsung. 

Land-Sea Spatial 

Planning Integration / 

Integrasi Tata Ruang 

Darat-Laut 

Pendekatan perencanaan ruang yang menyatukan 

proses dan kebijakan daratan dan laut agar keputusan 

pembangunan tidak memutus fungsi ekologis dan 

sosial-ekonomi pesisir. 

Land Use Land Cover 

(LULC) 

Data penggunaan dan penutup lahan yang 

menunjukkan jenis tutupan ruang, seperti mangrove, 

permukiman, tambak, industri, lahan terbuka, atau 

perairan. 

LESA / Land-Sea 

Ecological System 

Analysis 

Kerangka analisis yang membaca hubungan ekologis 

darat-laut sebagai sistem terpadu untuk menilai 

konflik, risiko, prioritas konservasi, dan arahan zonasi. 

Marine Spatial Planning 

(MSP) 

Perencanaan ruang laut untuk mengatur alokasi 

kegiatan di laut agar pembangunan, konservasi, dan 

pemanfaatan sumber daya dapat berjalan seimbang. 

Masyarakat Pesisir 

Kelompok masyarakat yang tinggal atau 

menggantungkan penghidupannya pada sumber daya 

pesisir dan laut, seperti nelayan, pembudidaya, pelaku 

wisata, dan pengelola lokal. 
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Model Zonasi Adaptif 

Model pengelolaan ruang yang membedakan zona 

menurut fungsi ekologis, risiko, nilai manfaat, tekanan 

pembangunan, dan kapasitas tata kelola. 

Multi-Criteria Decision 

Analysis (MCDA) 

Lihat Analisis Multikriteria. Dalam disertasi ini 

digunakan untuk menggabungkan indikator ekologis, 

ekonomi, sosial, risiko, dan biaya dalam penentuan 

prioritas konservasi. 

Nature-Based Solution / 

Solusi Berbasis Alam 

Pendekatan pengelolaan yang menggunakan fungsi 

ekosistem alami, seperti mangrove, untuk mengatasi 

risiko pesisir, perubahan iklim, dan kebutuhan 

pembangunan berkelanjutan. 

Net Present Value (NPV) 
Nilai bersih manfaat dan biaya pada masa kini setelah 

memperhitungkan tingkat diskonto. 

OECM / Other Effective 

Area-Based 

Conservation Measures 

Kawasan di luar kawasan lindung formal yang 

memberikan hasil konservasi keanekaragaman hayati 

secara efektif dan berkelanjutan dalam jangka panjang. 

Patch Mangrove 

Unit atau petak habitat mangrove dalam lanskap yang 

dapat dianalisis berdasarkan luas, bentuk, kualitas, 

konektivitas, dan tingkat fragmentasi. 

Payment for Ecosystem 

Services (PES) 

Skema pembayaran kepada pengelola atau masyarakat 

untuk menjaga, memulihkan, atau meningkatkan jasa 

ekosistem tertentu. 

PELP / Pengelolaan 

Ekosistem Laut dan 

Pesisir 

Instrumen atau fungsi pengelolaan ruang pesisir-laut 

yang dapat digunakan untuk memperkuat 

perlindungan ekosistem, zona penyangga, dan 

konektivitas darat-laut. 

Perlindungan Pesisir / 

Coastal Protection 

Fungsi ekosistem, terutama mangrove, dalam 

mengurangi energi gelombang, abrasi, banjir pesisir, 

dan kerusakan infrastruktur. 

Prioritas Konservasi 

Tingkat kepentingan suatu kawasan untuk dilindungi 

atau dikelola berdasarkan kualitas habitat, 

konektivitas, karbon, abrasi, keanekaragaman hayati, 

tekanan pembangunan, nilai perikanan, dan biaya 

konservasi. 

Rehabilitasi Mangrove 

Upaya memperbaiki kondisi ekosistem mangrove yang 

rusak melalui penanaman, pemulihan hidrologi, 

perlindungan area, atau pengelolaan tekanan. 

Restorasi Mangrove 

Upaya pemulihan struktur, fungsi, dan jasa ekosistem 

mangrove agar mendekati kondisi ekologis yang lebih 

sehat dan berkelanjutan. 

Ridge-to-Reef 

Pendekatan pengelolaan dari hulu ke pesisir dan laut 

yang menekankan hubungan antara proses daratan, 

daerah aliran sungai, estuari, dan ekosistem laut. 
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Risk-Based Coastal 

Setback / Sempadan 

Berbasis Risiko 

Penetapan sempadan atau batas perlindungan pesisir 

berdasarkan tingkat risiko dan kerentanan, bukan 

hanya jarak seragam dari garis pantai. 

RTR KSN IKN 

Rencana Tata Ruang Kawasan Strategis Nasional Ibu 

Kota Nusantara, yaitu dokumen rencana ruang yang 

menjadi acuan penataan ruang kawasan IKN. 

RTRW 

Rencana Tata Ruang Wilayah, yaitu dokumen 

perencanaan tata ruang pada tingkat provinsi, 

kabupaten, atau kota. 

RZWP3K 

Rencana Zonasi Wilayah Pesisir dan Pulau-Pulau 

Kecil, yaitu instrumen pengaturan ruang pesisir dan 

laut pada wilayah provinsi. 

Sempadan Pantai 

Kawasan perlindungan sepanjang pantai yang 

ditetapkan untuk menjaga fungsi perlindungan pesisir, 

keselamatan, dan keberlanjutan ekosistem. 

Sistem Sosial-Ekologis / 

Social-Ecological 

System (SES) 

Sistem yang menghubungkan proses ekologis, 

pengguna sumber daya, kegiatan ekonomi, 

kelembagaan, dan tata kelola secara saling 

memengaruhi. 

Spatial Mismatch / 

Ketidaksesuaian Spasial 

Ketidaksesuaian antara fungsi ekologis suatu ruang 

dengan alokasi pemanfaatan atau rencana 

pembangunan yang ditetapkan dalam dokumen tata 

ruang. 

Stok Karbon 
Jumlah karbon yang tersimpan dalam biomassa, akar, 

dan sedimen mangrove. 

Sustainable Use Zone / 

Zona Pemanfaatan 

Berkelanjutan 

Zona yang memungkinkan pemanfaatan sumber daya 

secara terbatas dan terkendali sesuai daya dukung 

ekologis, seperti perikanan tradisional atau ekowisata. 

Technique for Order 

Preference by Similarity 

to Ideal Solution 

(TOPSIS) 

Metode MCDA untuk menentukan prioritas 

berdasarkan kedekatan suatu alternatif terhadap solusi 

ideal positif dan jaraknya dari solusi ideal negatif. 

Total Economic Value 

(TEV) 

Nilai ekonomi total ekosistem yang mencakup nilai 

guna langsung, nilai guna tidak langsung, nilai pilihan, 

nilai keberadaan, dan nilai warisan. Dalam disertasi ini 

tidak dihitung penuh sehingga digunakan istilah 

valuasi ekonomi parsial. 

Trade-Off Pemanfaatan 

Ruang 

Kondisi ketika pilihan penggunaan ruang 

menghasilkan manfaat tertentu tetapi mengurangi 

manfaat lain, misalnya pembangunan infrastruktur 

yang meningkatkan akses tetapi menurunkan fungsi 

mangrove. 

Travel Cost Method Metode valuasi ekonomi untuk menilai manfaat 
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(TCM) rekreasi atau ekowisata berdasarkan biaya perjalanan 

yang dikeluarkan pengunjung. 

Triangulasi 

Teknik pemeriksaan keabsahan data dengan 

membandingkan beberapa sumber, metode, atau jenis 

data, seperti data spasial, dokumen kebijakan, 

wawancara, dan observasi lapangan. 

Valuasi Ekonomi Parsial 

Penilaian ekonomi terhadap sebagian jasa ekosistem 

yang dapat dihitung berdasarkan ketersediaan data, 

misalnya perikanan, karbon biru, perlindungan pesisir, 

dan ekowisata. 

Zona Adaptif / Transisi 

Zona yang dirancang untuk mengakomodasi 

perubahan ekologis, sosial, dan pembangunan melalui 

aturan pengelolaan yang fleksibel dan berbasis risiko. 

Zona Penyangga 

Konservasi Mangrove 

Ruang pengelolaan yang berfungsi melindungi habitat 

mangrove, mempertahankan konektivitas, mengurangi 

risiko pesisir, dan memungkinkan pemanfaatan 

berkelanjutan. 
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